
 
 

 

  

 

BUPATI MALANG 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN BUPATI MALANG 

NOMOR 13 TAHUN 2026 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA  

ATAS PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG 

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  

KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN  

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI MALANG, 

 

Menimbang  : a. bahwa untuk meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja 

dan kesejahteraan bagi Aparatur Sipil Negara di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang, perlu 

diberikan tambahan penghasilan pegawai kepada 

Aparatur Sipil Negara sesuai kemampuan keuangan daerah; 

b. bahwa untuk menyesuaikan perkembangan dan 

dinamika peraturan perundang-undangan, maka 

Peraturan Bupati Malang Nomor 1 Tahun 2025 tentang 

Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai kepada 

Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Malang, sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Bupati Malang Nomor 5 Tahun 2026 tentang  

Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 1 

Tahun 2025 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan 

Pegawai kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Malang perlu untuk disesuaikan;  

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk 

Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas      

Peraturan Bupati Malang Nomor 1 Tahun 2025 tentang 

Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai kepada 

Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Malang; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara       

Republik Indonesia Tahun 1945; 
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2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan 

Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan 

Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II 

Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota 

Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur,              

Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa 

Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia        

Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 2730); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari  

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022       

Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6801); 
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8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang     

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia          

Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6897); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen 

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6477); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang 

Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018     

Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6264); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6323); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6718); 

16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang        

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12       

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan        

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang 

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan       

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 186); 

17. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang          

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); 

18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 

tentang Pedoman Evaluasi Jabatan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 454); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 

tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian 

Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80        

Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 157); 
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21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang 

Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil 

Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 1252); 

22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

24. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang 

Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 

Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 1047); 

25. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6        

Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin 

Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 384); 

26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700           

Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam 

Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur 

Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah; 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016     

Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang 

Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas 

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 3 Seri C); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2025 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah           

Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang 

Tahun 2025 Nomor 9 Seri A); 
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29. Peraturan Bupati Malang Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Pengaturan Hari dan Jam Kerja bagi Satuan Kerja             

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang (Berita 

Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005 Nomor 22/E), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 

Malang Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan atas 

Peraturan Bupati Malang Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Pengaturan Hari dan Jam Kerja bagi Satuan Kerja                 

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang (Berita 

Daerah Kabupaten Malang Tahun 2013 Nomor 9 Seri D); 

30. Peraturan Bupati Malang Nomor 126 Tahun 2019 tentang 

Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang 

(Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 107 

Seri D); 

31. Peraturan Bupati Malang Nomor 99 Tahun 2023       

tentang Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara           

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang (Berita 

Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 99 Seri D); 

32. Peraturan Bupati Malang Nomor 238 Tahun 2025 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Malang 

Tahun 2025 Nomor 238 Seri A), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 8 Tahun 2026 

tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang       

Nomor 238 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 

(Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2025 Nomor 8 

Seri A); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 1 TAHUN 2025 

TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN 

PEGAWAI KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG. 
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Pasal I 

 

Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) huruf h Peraturan Bupati 

Malang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberian Tambahan 

Penghasilan Pegawai kepada Aparatur Sipil Negara di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang (Berita Daerah 

Kabupaten Malang Tahun 2025 Nomor 1 Seri A), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang 

Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan 

Bupati Malang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberian 

Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Aparatur Sipil 

Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang 

(Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2026 Nomor 5 

Seri A) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 1 

 

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, ASN diberikan TPP   

setiap bulan yang besarannya disesuaikan dengan 

kemampuan keuangan Daerah berdasarkan peraturan 

perundang-undangan. 

(2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan 

kepada ASN sebagai berikut: 

a. tidak mempunyai jabatan; 

b. diberhentikan sementara atau dinonaktifkan; 

c. diberhentikan dari jabatan organiknya dengan 

diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan 

sebagai PNS; 

d. diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam 

bebas tugas untuk mengambil masa persiapan pensiun; 

e. diperbantukan atau dipekerjakan pada instansi selain 

instansi Pemerintah Daerah; 

f. JF Guru, Kepala Sekolah, atau Pengawas Sekolah; 

g. menjalankan tugas pelayanan kesehatan dan/atau 

telah memperoleh uang jasa pelayanan kesehatan; 

h. bekerja pada BLUD yang telah menerapkan dan 

memberikan remunerasi sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan; dan  

i. dibebastugaskan dari jabatannya karena melaksanakan 

tugas pengembangan kompetensi. 
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Pasal II 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 

dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2026. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Malang. 

 

Ditetapkan di Kepanjen  

pada tanggal 8 Mei 2026 
 

BUPATI MALANG, 

 

ttd. 

 

SANUSI 

Diundangkan di Kepanjen 

pada tanggal 8 Mei 2026 
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG 

 

ttd. 

 

BUDIAR 
 

Berita Daerah Kabupaten Malang 

Tahun 2026 Nomor 13 Seri A 


